
Menteri Perencrnaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencrnaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAL{ BADAN PIRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. I 5 I / M.PPN /HK/ 1 1 / 2023
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG

SA'IU_AN KERJA N,TAJELIS WALI AMANAT
MILLENNIUM CHALI.ENGE ACCOUNT INDONESTA II

MENTERI PERENCANAAN PII\4BANGI.INAN NASIONAL/
KXPALA BADAN PERENCANAAN PEA,IBANGUNAN NASIONAL,

Menin*rang a bahwa bcrdasalkarl Peraturan Petrterintah Nomor 27 Tahun
2014 tentarig Pen5;elolaan Barang Milik Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah denSan Peraturan Pet.trerintah

Nor.nor 28 Tahun 2020 tentang Perubahah Atas Perntrii?n

Pemerintah Nontor 27 'lahun 2014 tentang lengelolaarl
Barang Milik Negara./Daelah, diatur bahwa IVleuteri selaku

PenSSuna Barang luenetapkan I'ejabat Kuasa Penggttna

Barzng dalarl rangka pengelolaan Barang Milik Ne.ga.r'a di
Kenrentelian PeLencanaan Peurbangunan NasionailBadan
Perencanaart Peurban3unan Nasional;

b. bahwa dalanr rar.tgka e1'ektivitas pengelolaalr Earang Milik
Negara di Kelllcnterian Perencanaan hentbangurian

Nasiorral/Badan Perencanaan Peurbangtrnan Nasiotral

sebagairrana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
Pejabat Kuasa Petrgguna Barang di Satuan Kerja Majelis Wali
Antanal Millenniun Challenge Account lndonesia ll;

bahwa pejabat yang narttanya tercantunl dalam Kepuhlsan

ini dianggap manrpu dan memenuhi persyaratan untuk
dtrduk dan ntelaksanakan tugas sebagai Pejabat Kuasa

Pengguna Barang di Satuan Kerja Majelis Wali Amanat

Mil len n i u nt Cha lle n.ge Accou trl Itrdonesia ll;

C

MenSinSat :



Z

Mengingat 1 Undang-Undang Nouror 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Letnbaran Netara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tar.nbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo.r 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 1O Tahun 20ll tentanS Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Neseri dan Penerimaan
Hibah (Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201,7

Nonlor 23, Tan'tbahan I-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52O2);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahtn 2073 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaifiana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2018;

Peraturan Penrerintah Nomor 27 'lah]'jlrr 2074 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ D aerah sebagain.nna telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Atas Peraturan Penrerintah Nomor 27
Tahun 2074 tentang -Pengelol4an Barang Milik
Negara/Daerah;

5. Peraturan Presiden Nonor 67 Tahun 2Q'19 tentang Penataan

_Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 2._O79-2024;

6., Peraturan Presiden Ngmor 68 Tahrn 2079 tentang
Organisasi Kenlenterian Negara sebagaim ana telah dhtbah

. dengan Peratulan Presiden Nonlor 32 Tahtm 2027;

7. Peraturan Presiden Nornor 80 Tahrn 2027 tentanS
Kementerian Perencanaan Per.nbangunan Nasional;

8. Peratulan Presiden Nonlor 81 Tahun 2027 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Menteri Petencanaan Penbangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Penbangrnan Nasional
Nomor 5 Tahun 2076 tentan8 Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pemantatan dan Evaluasi Kegiatan d,an Anggaran;

10. Peraturan Menteri Petencanaan Pembangu.nan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nonror 3 Tahw 2022 tentang Or3anisasi dan Tata Keqa
Kenrenterian Perencanaan Pembangtsnan Nasional/Badan
Perencanaan Perlbangunan Nasional;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangwan Nasional
Nomor 5 Tahl:ul. 2022 tentang Pembentukan lembaga Wali
Amanat Millenniunt Challenge Accounl Indonesia II;
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MEMUTUSKAN



-3

Menetapkan

PERTAMA

KXDUA

MEMU'I'USKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PIRENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA
PENGCUNA BARANG SATUAN KE\JA MAJELIS WALI AMANAT
MILLENNIUM CHALLENGE ACCO UNT INDONESIA II.

Mengangkat Pejabat Kuasa PengSuna Barang Satuan Kerja Majelis
Wali Anranat Millenniunt Challenge Accounf Indonesia II:

Nanra : Scenaider C.H. Siahaan, CA., M.Sc., CIA, FRM.

NIP :196808261988031OO1

Gol. :lY/d

Jalsalan : Deputi Bidang Pe ndanaan Pembangtnan

Pejabat Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Majelis Wali Amanat
Millenniun Challenge Accoant Indonesia II sebagaimana
dimaksud pada Diktum PERTAMA, bedugas dan berwenang
untuk:

a. nrengajukan rencana kebutuh an dan penganggatan Barang
Milik Negara untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. nrelaksanakan pgngadaan Barang Milik Nega4r sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-ttndangan;

c. mengajukan permohonan penetapan status PenSgunaan

Barang Milik Negara yanS berada dalam penguasaannya
kepada Pengelola Barang;

d. nrenggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam
penSuasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan t.u1as

dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional,/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

e. nrengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang

ber ada dalam penSuasaannya;

f. nrengajukan usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang

berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;

g. nrengajukan usul Pemindaht anganan Barang Milik Negara
yangberada dalan penSuasaanny a kepada Pengelola Barang;

h. menyerahkan Barang Milik NeSara yanS tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tngas dan fungsi
Kenrenterian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dan tidak dimanfaatkan
oleh Pihak Lain kepada Penggun a Barang;

i. mengajukan . .
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KETIGA

i. rnengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik
Negara yang berada dalant penga.asaannya kepada Pengguna
Bat'anti

j, nrelakukan pentbinaan, pengawasan, dan pengendalian atas
Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalanr
penSuasaa nnya;

k. nrelakukan penc^tatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara
y ang be rada dal am pe nguasaannya;

l. nreny'usun dan menyampalkan laporan barang penggtrna
senresteran d,an laporan barung penggtna tahwan yang
beruda dalam pengu.asaannya kepada Pengelola Barung;

nt. mengangkat/ menunjuk pejabat unit akuntansi Kuasa
Pen3gluna Barang;

n. mengangkat/ menunjuk pejabat yang mengurus dan
rnenyimpan Barang Milik Negara;

o. nrelaksanakan tuSas lain sesuai ketentuan peraturan
pentndang-wd,angan; dan

p. melaksanakan tugas lain sesuai penugasan Menteri selaku
Pengguna Barang.

Kepuhrsan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal29 November 2OZ3

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

SUHARSO MONOARFA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

--

Z-
RR. Rita Erawati


